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HALAMAN MOTTO 

 

يِزّاإِنَّ الَّذِيِهَ يَأْ كُلُىِنَ أَمِىَالَ اليَتَمَى ظُلْمّا إِوَّمَا يَأْكُلُىِنَ فِى بُطُى وِهِمِ وَأ رّا وَسَيَصِلَىِنَ سَعِ  

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, 

sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk 

kedalam api yang menyala-nyala. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

 Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 

(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam 

kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa 

selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang 

tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote 

maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.  

 Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun  

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Kebudayaan Republik Idonesia, tanggal 22 Januari 1998 No.158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab 

( A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 

B. Konsonan  

 dl  = ض  Tidak dilambangkan = ا

 th  =  غ    b  = ب

 dh  =  ظ    t  = خ

 ( koma menghadap ke atas)„ =  ع    ts  = ز
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 gh  =  ؽ    j  = ض
  f = ف    h  = غ

 q = ق    kh = خ

 k = ن    d = د

 q = ي    dz = ر
 r    َ = m  = س
 z    ْ = n  = ص

 w = و    s  = ط

 sy    ٖ = h  = ش
 sh    ٌ = y  = ص

  Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda 

koma diatas („), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ ع”. 

C. Vokal, Panjang, dan Diftong 

 Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut : 

Vokal (a) panjang = â misalnya  menjadi   qâla  لاي 

Vokal (i) panjang = î misalnya  menjadi qîla لًُ 
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Vokal (u) panjang = û misalnya  menjadi dûna دوْ 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maa tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan 

tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu 

juga dengan suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw‟ dan “ay”. 

Perhatikan contoh berikut : 

Diftong (aw) = misalnya  و   menjadi qawlun  لىي 

Diftong (ay) =  ٌ  misalnya  menjadi khayrun  خير 

D. Ta ‘ marbuthah 

 Ta‟ marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila ta‟ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan 

dengan menggunakan “h” misalnya  ,menjadi al‟risalat li al-mudarrisah  اٌشساٌح ٌٍّذسسح 

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan 

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan 

dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فى سحمح    menjadi fi rahmatillah. 

E. Kata sandang dan Lafdh al-Jalalah 

 Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal 

kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah, kalimat 

yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 
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1. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan..... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..... 

3. Masyâ‟ Allah kana wa man lam yasya‟ lam yakun. 

4. Billâh „azza wa jalla. 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

 Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu 

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut : 

“.......Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, manyan 

ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan 

nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya 

melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....” 

 Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata 

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut 

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan 

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis denga cara „Abd al-Rahman Wahid,” “Amin 

Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat.” 
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ABSTRAK 

Arin Fahmiya, 14210042, ANALISIS PUTUSAN TENTANG 

PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS (Studi Perkara 

Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby), Jurusan Ahwal al Syakhshiyah, 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang  

Dosen Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, MA. 

Kata Kunci : Pembatalan, Penetapan, Waris. 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris 

yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan 

peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu 

mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari 

pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara 

mereka dengan pihak ketiga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengapa terjadi gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 

0232/Pdt.G/2013/PA.Sby  2. Bagaimanakah analisis putusan pembatalan penetapan 

ahli waris dalam putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif/ kepustakaan. Dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kasus dan 

pendekatan undang-undang. Jenis penelitian kepustakaan dengan bantuan pendekatan 

perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 

50 tahun 2009 tentang kewenangan peradilan agama, dan putusan nomor 

0232/Pdt.G/2013/PA. Sby.  

Hasil dari penelitian ini adalah penetapan yang berdasarkan pada keterangan 

palsu merugikan pihak lain sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan 

sebagai upaya hukum untuk membatalkan penetapan tersebut. Dan putusan yang telah 

diterbitkan hakim sudah sesuai dengan undang-undang dan teori dari para ahli. 
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ABSTRACT 

Arin Fahmiya, 14210042, THE ANALYSIS OF DECREE ABOUT 

REVOCATION OF HEIRS DETERMINATION (Case Study 

Number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby), Department of Ahwal al 

Syakhshiyah, Faculty of Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang  

Dosen Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, MA. 

Key Word : Revocation, Determination, Inheritance 

The inheritance law is a part of the overall civil law and is the smallest part 

from family law. The inheritance law contained within Burgerlijk Wetboek 

(hereinafter called BW) is a set of regulation that governs assets because of the 

someone‟s death. It contains about the transfer of assets that is left behind by the dead 

and the effect of this transfer for the people that get them, whether it has relation to 

third parties. As for the research questions of this research are two: 1. Why there is 

claim of the revocation of heirs determination number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.  2. 

How the analysis of the decree about the revocation of heirs determination in the 

decree number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby is. 

As for the research method used is normative/library legal research method. 

And the approach of the research is case and legislation study. It is categorized as 

library research with the help of legislation. Legal material used is Legislation 

Number 50 year 2009 on the authority of Religious Court, and the provision number 

0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.  

The result this research suggest that  1. The reason of there is claim of the 

revocation of heirs number 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby determination based on false 

information. 2.  And the determination issued by the judge number 

0232/Pdt.G/2013/PA.Sby has been in line with the legislation and theory from the 

experts. The legislation Number 50 year 2009 on the authority of Religious Court. 
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 ملخص البحث

تحليل القضية عه إلغاء تقزيز الىرثة )دراسة الأمز رقم ،04102241ؤسَٓ فهُّح، 
0232/Pdt.G/2013/PA.Sby ،)ِؼح ِىلأا ِاٌه إتشاُُ٘ شؼثح الأحىاي اٌشخصُح، وٍُح اٌششَؼح، ظا

 الإسلاُِح الحىىُِح ِالاق

 : اٌذورىس صَٓ المحّىدٌ الداظُسرير  الدششف 

 : الإٌغاء، اٌرمشَش، الديراز. اٌىٍّاخ اٌشئُسُح

 

حىُ الديراز ِٓ ؤٔىاع اٌمىأين الدذني في شىً شاًِ و٘ى ؤصغش ظضء ِٓ اٌمأىْ الأسرشٌ. ودذَرذ   
٘ى لرّىػحُؤٔظّحٕذٕظِّّاٌصشوج الداٌُح تسثة ِىخ ؤحذ، َؼني  Burgerlijk Wetboekحىُ الديرتس اٌىاسد في 

ػثاسج ػٓ أرماي اٌرشوح ِٓ لثً الدُٓد وػالثح ٘زا الأرمآٌٍّ َٕالذا، سىاء وأد اٌؼلالح تُٕهّا وترين اٌررشف   
. لدررارا ثررذز إٌغرراء ذمشَررش اٌىسشررح سلررُ   0وؤِررا ِشررىٍح ٘ررزا اٌث:ررس فهررٍ:  .اٌصاٌررس

0232/Pdt.G/2013/PA.Sby  .1     ُوُررتح دٍُررً لأىٔءٌغرراء ذمشَشاٌىسشررح فُرراٌمشاسسل .
0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. 

وِٕهط اٌث:س الدسرخذَ ٘ىالدٕهط اٌمأىني الدؼُاسَإو الدىربي. ونهط اٌث:س ٘ى نهط اٌمعُح ونهط اٌمأىْ. 
تشإْ اٌسٍرح  1222سٕح  02ْ سلُ ٔىع اٌث:س الدىرثُثّساػذج نهط اٌمأىْ. الدادج اٌمأىُٔح الدسرخذِح ٍ٘ اٌمأى

 .Pdt.G/2013/PA.Sby/0232اٌمعائُح ٌٍذَٓ واٌمشاسسلُ 

. ؤْ اٌرمشَشالدؼرّذ ػًٍ تُاْ ِؼٍىِاخ وارتح ذعش الجأرة اِخرش فُر دٌ    0ؤرُعح٘زا اٌث:س ٍ٘ 
ٌ ؤصرذسٖ  . والحىُ ؤو اٌمشاس اٌز1إٌىىظىد ذمذيم اٌذػىي ِٓ لثًَ اٌرشف الدرعشس تغشض إٌغاء رٌه اٌرمشَش. 

تشرإْ اٌسرٍرح اٌمعرائُح ٌٍرذَٓ واٌمرشاسسلُ       1222سرٕح   02اٌماظٍ لرذ وافرك تاٌمرأىْ سلرُ     
0232/Pdt.G/2013/PA.Sby وإٌظشَاخ ِٓ ؤً٘ الخّّج. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris 

sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia 

akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang 

selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah 

masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban 

-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. 

Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai 

akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum 

kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-
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peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara pengurusan hak-hak dan kewajiban 

seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.
1
 

Hukum waris yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut 

BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya 

seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan 

akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam 

hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.  

Manusia tidak jarang lupa karena masalah harta, manusia tidak jarang lupa 

bahwa harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggungjawabkan di 

kemudian hari. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat diperlukan aturan atau 

hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dan sesamanya. 

Manusia tidak dapat hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. 

Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk 

agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal 

dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang 

sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis 

tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat 

ini berlaku bagi golongan masyarakat bangsa Indonesia asli. 

Umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian 

syariat Islam dalam hukum positif. Dilihat dari segi hukum positif dengan di 

                                                           
1
 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3. 
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berlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam 

masyarakat dapat diberikan pilihan (opsi) dalam menyelesaikan perkara perdata 

tertentu seperti kewarisan. Dan permasalahan sengketa umat Islam dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009. 

Salah satu manfaat pembagian warisan ialah untuk menjaga hak-hak manusia 

yang telah Allah tetapkan. Dan pembagian itu sendiri telah diterangkan dalam ayat-

ayat Al-Qur‟an dan Hadis Nabi.  

Seperti yang sudah diketahui, Hukum Islam tidak hanya menetapkan siapa-

siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris, namun juga diatur seberapa 

harta yang akan diperoleh oleh ahli waris.  

Tidak dapat dipungkiri, kita hidup bermasyarakat dan berdampingan dengan 

orang lain. Tidak jarang, terjadi perselisihan dan pertikaian antar anggota masyarakat. 

Setiap individu akan memperjuangkan apa yang dirasa benar dan dirasa sebagai hak 

miliknya. Namun, seringnya juga perbuatan orang-orang dilakukan untuk kepentingan 

pribadinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain yang akan dirugikan oleh 

perbuatan serakahnya tersebut. 

Berdasarkan putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang pembatalan 

penetapan ahli waris yang bisa diangkat menjadi isu hukum ini, penulis ingin 

membahas secara detail alasan munculnya gugatan pembatalan penetapan waris dan 

menganalisis putusan pembatalan penetapan ahli waris tersebut nomor 

0232/Pdt/G/2013/PA.Sby. Dalam perkara yang diangkat oleh penulis kali ini adalah 
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seorang istri sah yang menggugat penetapan ahli waris yang diajukan oleh mantan istri 

pewaris. 

Kronologi perkara yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

seorang wanita yang mana pada perkara ini sebagai penggugat yang melakukan 

pernikahan dengan seorang pria di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kota 

Bandung dengan buku kutipan akta nikah pada tanggal 7 Maret 1976. Kemudian 

pasangan suami istri tersebut hidup bersama di rumah dinas TNI-AD di Kota Surabaya 

bersama 3 anak mereka. Dan selanjutnya sejak bulan Agustus 2010 pindah ke Kota 

Malang sampai sekarang ini dan sampai suami meninggal dunia. 

Sebelum sang suami meninggal dunia, pada tahun 1996 tanpa setahu dan 

seijin dari istrinya, sang suami melakukan pernikahan dengan wanita lain di 

Banyuwangi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dengan 

buku kutipan akta nikah yang terbit pada tanggal 9 September 1996.  

Atas perbuatan yang dilakukan oleh suami menikah dengan wanita lain 

dengan memalsukan surat maka sang suami divonis bersalah pada tanggal 23 Mei 

2003 oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya atas pelanggaran tindak pidana 

pemalsuan surat. 

Pada tanggal 22 Agustus 2002 terjadi perceraian antara suami dengan istri 

keduanya yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 

1288/Pdt.G/2002/PA.Sby dan terbit akta cerai dengan nomor 1159/AC/2002/PA.Sby. 

Atas pernikahannya dikaruniai dua orang anak sebelum perceraian terjadi. 
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Setelah suami meninggal dunia pada tahun 2012, mantan istri mengajukan 

permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Surabaya seolah-olah dirinya 

masih dalam status suami istri dengan almarhum. Kemudian muncullah penetapan 

yang menetapkan mantan istri tersebut bersama dengan keempat anaknya menjadi ahli 

waris dari almarhum dengan penetapan nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby. 

Hal tersebut diketahui oleh istri sah almarhum sehingga dirinya sebagai ahli 

waris yang sah merasa sangat dirugikan atas harta warisan peninggalan almarhum 

suaminya dengan penetapan tersebut, karena sebenarnya mantan istri sudah tidak 

berhak atas harta warisan almarhum suaminya, apalagi dengan membawa keempat 

anaknya padahal buah dari pernikahan almarhum dengan mantan istrinya sebelum 

perceraian hanyalah dua orang anak. 

Dari latar belakang diatas, penulis akan membahas tentang alasan terjadinya 

gugatan pembatalan penetapan ahli waris dan menganalisis putusan pembatalan waris 

nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa terjadi gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 

0232/Pdt.G/2013/PA.Sby ? 

2. Bagaimanakah analisis putusan pembatalan penetapan ahli waris dalam 

putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby  ? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya gugatan pembatalan penetapan ahli waris 

nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. 
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2. Untuk mengetahui analisis putusan pembatalan penetapan ahli waris dalam 

putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini mempunyai 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia 

pendidikan maupun masyarakat adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Secara Praktis 

a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan terhadap 

pembatalan penetapan ahli waris. 

b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis 

di masa yang akan datang. 

2. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini akan berguna bagi kalangan akademika yang memfokuskan 

dirinya pada pemahamannya. 

b. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan 

yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam proposal ini. 

E. Definisi Operasional 

Ahli Waris : Orang yang mendapat warisan dari orang yang sudah meninggal 

Penetapan : Produk Pengadilan Agama yang isinya memuat keputusan pengadilan 

atas perkara permohonan. 
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F. Metodologi Penelitian 

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut:  

1. Jenis Penelitian
2
 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu yuridis normatif. 

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga 

dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena 

dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka 

atau data sekunder saja.  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian 

sebagaimana adanya.
3
 

2. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.
4
 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. 

 

                                                           
2
 Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi, Penelitian Hukum (legal research) (Jakarta: Sinar Grafika, 

2015), 19. 
3
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI, 1986), 10. 

4
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 133. 
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a. Pendekatan perundang-undangan 

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus 

sekaligus tema sentral suatu penelitian.
5
 Pendekatan perundang-undangan dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang diketengahkan.
6
 

Dalam penelitian ini undang-undang yang peneliti pakai adalah: 

1). Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

b. Pendekatan kasus (case aprroach) 

Pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti adalah ratio decidendi, 

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

keputusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan 

memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan 

segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil 

tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan 

hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.
7
 Dalam penelitian ini 

kasus yang akan digunakan oleh peneliti adalah: 

1). Putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. 

 

 

                                                           
5
 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media, 2007), 302. 

6
 Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi, Penelitian Hukum, 110. 

7
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 158. 
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3. Bahan Hukum 

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu 

hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogjanya, 

diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat 

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer 

dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahan sekunder 

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi.
8
 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), 

artinya bersifat mengikat.
9
 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : 

1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang pembatalan penetapan 

ahli waris, yaitu putusan nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby. 

2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memiliki kegunaan memberikan 

semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.
10

 Dan dalam penelitian ini yang 

                                                           
8
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 181. 

9
 Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi, Penelitian Hukum, 52. 

10
 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 155. 
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menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang hukum, termasuk skripsi 

dan jurnal yang memuat bahan hukum tentang pembatalan penetapan ahli waris. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum 

normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji 

dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. 

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-

dokumen yang sudah ada.
11

 

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum 

a. Editing 

Pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh. Seperti kelengkapan, 

kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya. Pada proses ini penulis akan 

memeriksa kembali bahan-bahan hukum dan informasi lainnya yang berkaitan dengan 

pembatalan penetapan ahli waris. Penulis juga akan memeriksa kelengkapan berkas, 

kejelasan dari bahan hukum yang ada, sesrta memeriksa kesesuaian dan relevansinya 

dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. 

b. Coditing 

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum 

(literature, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun 

penerbitnya) dan urutan masalah. Pada proses ini penulis akan memberi catatan pada 

                                                           
11

 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi 

(Jakarta: Raja Grafindo, 6102), 19. 
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sumber bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer (putusan nomor 

0232/Pdt.G/2013/PA. Sby dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama) 

maupun bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur yang dapat menguatkan 

dan menjelaskan bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian 

pembatalan penetapan ahli waris. 

c. Reconstructing 

Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan agar mudah di 

pahami dan interprestasikan. Penulis akan menyusun bahan hukum yang sudah 

ditentukan dan yang sudah diperiksa relevansinya dengan penelitian pembatalan 

penetapan ahli waris, sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

akan mudah dipahami juga oeh pembaca. 

d. Sistematis Bahan Hukum 

Dalam proses ini penulis akan menempatkan bahan hukum sesuai dengan 

kerangka sistematis pembahasan masalahnya.
12

 

e. Analisis Bahan Hukum 

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif kegiatan analisisnya 

berbeda dengan penelitian hukum empiris. Dalam pengkajian ilmu hukum normatif 

langkah atau kegiatan melakukan analisis memiliki sifat yang sangat spesifik atau 

khusus. Penelitian ilmu hukum normatif ini tidak menggunakan statistik, karena 

                                                           
12

 Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Cuta Aditya Bakti, 2004), 57. 
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penelitiannya bersifat murni hukum.
13

 Suatu analisis normatif menggunakan bahan-

bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 

f. Kesimpulan 

Setelah mencapai semua proses, penulis akan memberikan kesimpulan dari 

hasil penelitian. Sehingga dapat diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang 

dilontarkan di rumusan masalah sudah mendapatkan jawabannya. 

G. Penelitian Terdahulu 

1. Jamaludin ( 06210022 ) 

Skripsi ini berjudul “Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam 

Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, 

Kota Denpasar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan 

keluarga muslim masyarakat di Desa Sesetan dan mengetahui bagaimana Islam 

melihat praktik pembagian waris keluarga muslim masyarakat di Desa Sesetan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota 

Denpasar. Jenis penelitian ini adalah empiris, yakni terjun ke lapangan. penelitian ini 

menggunakan data kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.  

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin dengan 

penelitian ini adalah penelitianJamaludin adalah penelitian empiris dengan pendekatan  

                                                           
13

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, 87. 
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kualitatif yang membahas tentang praktik pembagian waris keluarga muslim dalam 

sistem kewarisan patrilinial. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian normatif 

dengan pendekatan kuantitatif yang membahas tentang konsep pembatalan penetapan 

ahli waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya. 

Persamaan yang ada pada penelitian yang telah diteliti oleh Jamaludin dengan 

penelitian yang akan di teliti ini yaitu keduanya sama-sama membahas tentang 

kewarisan. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam membahas perihal 

kewarisan, sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam 

penelitian yang akan datang. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin ini adalah, dalam 

praktiknya masyarakat daerah tersebut menggunakan sistem pembagian waris 

berdasarkan hukum adat, yakni kewarisan adat patrilinial. Kewarisan adat patrilinial 

menjadikan anak laki-laki pertama sebagai satu-satunya ahli waris. Budaya pada 

masyarakat ini sangat kental sehingga masuknya sistem kewarisan Islam sulit untuk 

masuk kedalam masyarakat ini. Walaupun sulit akan tetapi ada beberapa masyarakat 

yang sudah memggunakan sistem kewarisan Islam dikarenakan beberapa anggota 

masyarakat mempelajari hukum islam di pesantren. 

2. Izzatun Nafisah (03210054) 

Skripsi ini berjudul “Respons Hakim Pengadilan Negeri Malang dan 

Pengadilan Agama Malang terhadap Pencabutan Hak Opsi dalam Perkara Waris.” 

Tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pencabutan hak opsi dalam 

perkara waris bagi Pengadilan Agama Malang, dan untuk mengetahui pendapat hakim 
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Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang sebagai perangkat 

pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan segala perkara yang masuk tentang 

pencabutan hak opsi dalam perkara waris. 

Penelitian ini dilakukan di Malang, tepatnya Pengadilan Agama Kota Malang 

dan Pengadilan Negeri Malang. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian Empiris yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. metode pengumpulan data yang dipakai dengan menggunakan wawancara 

dan dokumentasi. 

Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Izzatun Nafisah 

dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini membahas tentang 

pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Negeri Malang terhadap 

pencabutan hak opsi dalam perkara waris, sedangkan penelitian yang akan diteliti 

membahas tentang konsep pembatalan waris oleh Pengadilan Agama Surabaya. 

Dan persamaan penelitian yang telah diteliti oleh Izzatun Nafisah dengan 

penelitian yang akan peneliti yakni sama-sama membahas tentang kewarisan 

walaupun fokus yang dikaji berbeda. karena fokus pembahasan yang dikaji berbeda 

sehingga penelitian oleh Izzatun Nafisah dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu 

dalam penelitian yang akan datang. 

Adanya pencabutan hak opsi dalam masalah kewarisan tidak membawa 

pengaruh yang sangat signifikan. Pasalnya masih saja ada masyarakat Islam yang 

masih mengajukan perkara waris ke Pengadilan Negeri walaupun nanti pada akhirnya 

Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan, memeriksa dan 
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memutus perkara tersebut. Dan apabila tetap di proses oleh Pengadilan Negeri maka 

putusan itu akan dinyatakan “batal demi hukum”.  

3.  Harisa Ichwani (01209094) 

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan 

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris 

Pengganti”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu, apa dasar 

dan pertimbangan hukum putusan PA Sidoarjo No: 2800/Pdt.G/2011/ PA. Sda, apa 

dasar dan pertimbangan hukum putusan PTA Surabaya No: 34/Pdt.G/2013/ PTA. Sby, 

dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan 

Agama Sidoarjo. Metode pendekatan yang digunakan adalah dokumenter maka dalam 

mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi dokumenter yaitu pengumpulan 

data dari berkas putusan No: 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda dan putusan No: 

187/Pdt.G/2009/PTA.Sda yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk 

menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan dan 

isi putusan, hasil penelitian kemudian dianalisis menurut hukum positif yang berlaku 

di Indonesia. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Harisa Ichwani dengan 

yang akan diteliti adalah penelitian yang membahas tentang  Pembatalan Putusan 
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Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris 

Pengganti. Sedangkan pembahasan yang akan diteliti adalah pembatalan penetapan 

ahli waris oleh Pengadilan Agama Surabaya. 

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

diteliti yaitu sama sama membahas tentang waris, tetapi pembahasan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan 

penelitian terdahulu yang akan dilakukan. 

Menurut aturan perundang-undangan anak dapat menggantikan kedudukan 

orang tuanya sebagai ahli waris pengganti akan tetapi bertentangan dengan asas-asas 

hukum yang berlaku di Indonesia sehingga membuat multi tafsir dalam menentukan 

peraturan yang dapat digunakan, sesuai asas yang dianut dalm tatanan hukum yang 

berlaku maka peraturan atau undang-undang yang lebih tinggilah yang dapat 

digunakan sebagai dasar hukum masalah waris tersebut maka putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

kurang tepat, karena tidak sesuai asas hukum yang berlaku dalam pembentukan hukum 

di indonesia seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menggunakan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum memutuskan sengketa 

waris pada putusan nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby. 
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TABEL I 

PENELITIAN TERDAHULU 

No. Peneliti Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 

1. Jamaluddin Praktik 

Pembagian 

Warisan 

Keluarga 

Muslim dalam 

Sistem 

Kewarisan 

Patrilineal 

(Studi di Desa 

Sesetan, 

Kecamatan 

Denpasar 

Selatan, Kota 

Denpasar) 

Persamaan dari 

penelitian 

Jamaludin 

dengan yang 

akan diteliti 

adalah sama 

sama membahas 

tentang 

kewarisan 

penelitian Jamaludin 

bertujuan untuk 

mengetahui pembagian 

warisan keluarga muslim 

masyarakat di Desa 

Sesetan dan mengetahui 

bagaimana Islam melihat 

praktik pembagian waris 

keluarga muslim 

masyarakat di Desa 

Sesetan. Sedangkan yang 

akan diteliti memiliki 

tujuan untuk mengetahui 

konsep penetapan ahli 

waris dan pembatalannya 

yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

2. Izzatun 

Nafisah 

Respons 

Hakim 

Pengadilan 

Negeri Malang 

dan 

Pengadilan 

Agama 

Malang 

terhadap 

Pencabutan 

Hak Opsi 

dalam Perkara 

Waris 

Persamaan dari 

penelitian Izzatun 

Nafisah dengan 

yang akan diteliti 

adalah sama 

sama membahas 

tentang 

kewarisan yang 

berlaku di 

Indonesia 

Sedangkan perbedaannya 

terlihat dari fokus 

penelitian Izzatun 

Nafisah, yaitu tentang 

respons hakim 

Pengadilan Negeri 

Malang dan Pengadilan 

Agama Malang terhadap 

pencabutan hak opsi 

dalam perkara waris. Dan 

penelitian yang akan 

datang fokus 

penelitiannya mengarah 

kepada konsep penetapan 

ahli waris dan 

pembatalan penetapan 

ahli waris yang dilakukan 
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oleh Pengadilan Agama 

Surabaya. 

3. Harisa 

Ichwani 

Analisis 

Yuridis 

terhadap 

Pembatalan 

Putusan 

Pengadilan 

Agama 

Sidoarjo 

Nomor: 

2800/Pdt.G/20

11/PA.Sda 

Oleh 

Pengadilan 

Tinggi Agama 

Surabaya 

Nomor: 

34/Pdt.G/2013

/PTA.Sby 

tentang 

Penetapan 

Ahli Waris 

Pengganti 

Persamaannya 

adalah sama-

sama membahas 

tentang 

pembatalan 

putusan 

Pengadilan 

Agama 

Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian Harisa 

Ichwani ini membahas 

tentang pembatalan 

penetapan ahli waris 

pengganti. Dan penelitian 

yang akan diteliti ini 

pembahasannya 

mengenai pembatalan 

penetapan ahli waris 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini terstruktur secara sistematis dan berurutan dalam empat 

bab. Bab-bab tersebut memiliki kuantitas dan titik tekan materi masing-masing 

sebagaimana diuraikan berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dalam 

penelitian ini antara lain, latar belakang  yang memberikan kenapa penulis ingin 

meneliti permasalahan ini, rumusan masalah menjadi titik fokus dalam penelitian, 

selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian. Isi dari bab I 
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juga definisi opresional sebagai alat bantu dalam memahami kata-kata yang akan 

sering ditemui dalam penelitian ini. Kemudian tentang penelitian terdahulu dimana 

peneliti menjadikan skripsi-skripsi terdahulu yang memiliki tema yang sama menjadi 

bahan acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang 

dijabarkan adalah jenis data, metode pendekatan, bahan hukum, pengolahan bahan 

hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum. 

Bab II membahas tentang teori kepastian hukum yang berhubungan dengan 

pembatalan penetapan ahli waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya. 

Kemudian kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Bab III membahas tentang hasil penelitian dan membahas mengenai yang 

disajikan terhadap analisis undang-undang yang didalamnya terdapat pasal-pasal 

tentang pembatalan penetapan ahli waris. 

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan. Adapun bagian saran memuat 

beberapa anjuran akademik dan social education baik bagi lembaga terkait, 

masyarakat, maupun bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peradilan Agama dan  Kewenangannya 

1. Kewenangan Peradilan Agama 

Kata “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa 

Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” 

dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya 

adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “kekuasaan relatif” dan 

“kekuasaan absolut”.
14

 

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan 

yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Kekuasaan relatif (distributie 

van rechtsmacht) asasnya adalah yang berwenang pada pengadilan di mana tergugat 

bertempat tinggal (actor sequator forum rei). Khusus perkara cerai gugat pada 

                                                           
14

 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 137-138. 
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lingkungan Peradilan Agama yang diajukan oleh pihak istri, gugatan tersebut diajukan 

di tempat tinggal penggugat (istri).
15

 

Pasal 4 Ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Berbunyi: 

“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”. Pada penjelasan 

pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di 

kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau 

kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.
16

 

Sekalipun perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolut lingkungan 

Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang menerima gugatan kompeten 

atau berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Mungkin ditinjau dari segi 

kewenangan relatif perkara yang bersangkutan, termasuk kewenangan Pengadilan 

Agama yang lain. Karena perkara yang diajukan ditinjau dari segi wilayah hukum 

termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain, bukan termasuk kewenangan wilayah 

hukum Pengadilan Agama yang menerima gugatan. 

Dapat dilihat, setiap Pengadilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara 

yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan 

peradilan yang dapat dilakukan secara formil, hanya perkara-perkara yang termasuk ke 

dalam wilayah daerah hukumnya. Sekalipun secara materiil kasus perkara yang  

                                                           
15

 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

123. 
16

 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, 138. 
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diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan 

Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relatif, yang 

mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang 

mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama 

lain.
 17

 

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan 

peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan 

untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut “attributie van rechtsmacht”, sesuai 

peran dan fungsi peradilan (Peradilan Agama misalnya) harus menyatakan tidak 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi 

kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari tergugat, 

dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.
18

 

Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

shadaqah, dan ekonomi syar‟iyah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga 

apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama 

Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak 

menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan 

                                                           
17

 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia (Malang: Setara Press, 2014), 131. 
18

 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara, 119. 
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Umum.
19

 Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah 

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara 

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan 

Agama.
20

 

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, 

kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, 

bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan 

Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh 

golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.
21

 

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari 

sudut hukum waris Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan pasal 49 ayat (3) jo 

penjelasan umum angka 2 alinea keenam. Jadi, uraian singkat dari ketentuan pasal 

tersebut adalah bahwa pokok-pokok Hukum Waris Islam yang akan diterapkan pada 

golongan rakyat yang beragama Islam di Pengadilan Agama terdiri atas:
22

 

a) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli 

waris, siapa yang berhak mewaris, siapa yang terhlang menjadi ahli waris, 

dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris; 

                                                           
19

 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara, 119. 
20

 Suko Wiyono dan Kusnu Goesnadhie Slamet, Kekuasaan Kehakiman (Malang: UM PRESS, 2007), 

138. 
21

 Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), Hukum Acara Perdata (Jakarta: Kencana, 2006), 107. 
22

 Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), Hukum Acara Perdata, 108. 
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b) Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan 

tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan; 

c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam Al-

Qur‟an, as-Sunnah, dan ijtihad (pendapat Prof. Hazairin dan KHI); dan 

d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan. 

2. Produk Hukum Pengadilan Agama 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama memeriksa 

perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan 

produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 

hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. Berdasarkan undang-undang 

inilah hakim-hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik 

berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk 

perkara bersifat permohonan).
23

 

a. Produk Hukum Putusan 

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada (Arab), yaitu produk 

Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu 

“penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan 

“produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdiction contentiosa.
24

 

                                                           
23

 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 169.  
24

 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 214. 
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Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu 

memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, 

atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. 

Jadi dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat 

constitutoir artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak dituruti 

dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut di 

eksekusi.
25

 

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu:
26

 

1) Kekuatan mengikat (bindende kracht); artinya putusan hakim itu 

mengikat para pihak yang berperkara dan terlibat dalam perkara itu. 

2) Kekuatan bukti (bewijzende kracht); artinya dengan putusan hakim itu 

telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam 

putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti kebenaran suatu yang termuat 

didalamnya. 

3) Kekuatan eksekusi (executoriale kracht). Artinya kekuatan untuk 

dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa 

oleh alat-alat negara. 

Suatu putusan yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan 

bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in 

kracht). Suatu putusan dikatakan in kracht ialah apabila upaya hukum seperti verzet, 

                                                           
25

 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 170. 
26

 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 177. 
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banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau 

telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum 

terhadap putusan yang telah in kracht tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan 

kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu 

sekali. 

b. Produk Hukum Penetapan 

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari 

pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Penetapan disebut al-Isbat (Arab) atau 

beschiking (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan 

yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan jurisdiction voluntaria. Dikatakan 

bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang 

memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan 

lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan 

pemohon yang tidak berlawanan maka dictum penetapan tidak akan pernah berbunyi 

“menghukum” melainkan hanya bersifat menyatakan (declaratoire) atau menciptakan 

(constitutoire).
27

 

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, 

maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu: 
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 Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), Hukum Acara Perdata, 163. 
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1) Penetapan dalam bentuk murni voluntaria;
 28

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara 

permohonan (voluntair) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang 

dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah: 

a) Cirinya merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya 

terdiri dari pemohon; 

b) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. 

Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status 

tertentu bagi diri pemohon; 

c) Petitum dan amar permohonan bersifat “declaratoir”. 

2) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria.
29

 

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, dilingkungan peradilan 

agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk pengadilan 

agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di 

dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak 

tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus 

dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. 

Dalam pasal 66 UU No. 50 tahun 2009 menyatakan bahwa ikrar talak 

termasuk perkara permohonan (volunter) yang menghasilkan produk hukum penetapan 

(dengan sifat yang “declaratoir”). Namun proses pemeriksaannya diperintahkan 

                                                           
28

Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 178. 
29

 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 178. 
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bersifat “contradictoir”. Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak 

untuk mengajukan upaya banding dan kasasi. 

Putusan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun 

untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, 

untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. 

3. Upaya Hukum Terhadap Penetapan 

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupaka akta otentik 

yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. 

Bertolak dari doktrin yang dikemukakan diatas, setiap penetapan atau putusan yang 

dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin ini pun sesuai dengan 

ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUH Perdata:
30

 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat” 

Memperhatikan ketentuan yang mengatakan bahwa putusan pengadilan 

merupakan akta otentik, berarti sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, pada diri 

putusan itu, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

(volledig en bindende bewijskracht). 
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 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41. 
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Meskipun penetapan yang dijatuhkan pengadilan berbentuk akta autentik, 

namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, berbeda dengan yang 

terdapat pada putusan yang bersifat partai (contentiosa), nilai kekuatan 

pembuktiannya, adalah:
31

 

a) Benar-benar sempurna dan mengikat: 

b) Kekuatan mengikatnya meliputi: 

1) Para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka; 

2) Kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka. 

Tidak demikian halnya dengan penetapan. Sesuai dengan sifat proses 

pemeriksaannya yang bercorak ex-parte atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang 

melekat dalam penetapan sama dengan sifat ex-parte itu sendiri, dalam arti: 

a) Nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja, 

b) Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada 

pihak ketiga. 

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan 

dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan 

putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. 

Apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau gugatan voluntair yang 

keliru, upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang 

dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskannya adalah sebagai berikut: 
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a) Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Selama Proses 

Pemeriksaan Berlangsung.
 32

 

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan 

kepentingan orang lain, merujuk secara analogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 

ayat (6) HIR. Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya 

penetapan yang keliru. Dengan demikian memberi hak kepada orang yang merasa 

dirugikan kepentingannya untuk: 

1) Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang bersifat 

semu atau quasi derden verzet, selama proses pemeriksaan 

permohonan berlangsung; 

2) Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: 

(a) Sebagai pelawan, 

(b) Sedang pemohon, ditarik sebagai terlawan: 

3) Dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan 

voluntair tersebut; 

4) Pelawan meminta agar permohonan ditolak serta perkara 

diselesaikan secara contradictoir. 

Tindakan dan upaya perlawanan yang disebut diatas dapat dilakukan pihak 

yang merasa dirugikan, apabila ia mengetahui adanya permohonan yang sedang 

berlangsung proses pemeriksaannya. 

 

                                                           
32

 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 44. 



31 
 

 

b) Mengajukan Gugatan Perdata
33

 

Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa 

dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini: 

1) Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan 

pemohon ditarik sebagai tergugat, 

2) Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin 

antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon 

dalam permohonan. 

c) Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA atas Penetapan 

Tentang upaya ini, dapat dipedomani Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 

sebagai preseden. 

d) Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali 

Ketentuan peninjauan kembali diatur dalam pasal 21 dari Undang-Undang 

Pokok kekuasaan kehakiman yang baru yakni UU Nomor 48 Tahun 2009, yang secara 

lebih jelas menerangkan:
 34

 

“ Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan 

undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, daalam 

perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. 
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Menurut Yahya Harahap dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali 

terhadap perkara yang telah putus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi adalah 

karena beberapa pertimbangan antara lain: (1) meskipun perkara telah diperiksa dalam 

tingkat pertama, banding, kasasi telah mempunyai hukum tetap, dikhawatirkan ada 

kekeliruan dalam pemeriksaannya sebab sifat manusia walaupun ia sebagai hakim 

tidak luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan, (2) biasa terjadi pada saat 

perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti kebohongan dan 

tipu muslihat sehingga timbul ketidakadilan pada salah satu pihak yang berperkara, (3) 

tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan mesyarakat 

sehingga lebih layak diberikan kesempatan yang luar biasa kepada pihak yang 

dirugikan dengan cara mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah 

mempunyai hukum tetap.
35

 

B. Peran Hakim 

3. Peran Hakim dalam Sistem Civil Law 

Sistem civi law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim 

tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang 

terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Ketiga hal tersebut membedakan 

sistem civil law dari sistem common law.
36
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Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa 

hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa yang berbentuk undang-

undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang 

mnejadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku 

manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Dalam sistem hukum 

ini, dikenal suatu adagium hukum berbunyi “tidak ada hukum selain undang-undang”. 

Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasikan dengan undang-undang. Hakim dalam 

hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hukum hanya menerapkan 

dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. 

Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang 

berperkara saja.
37

 

4. Peran Hakim dalam Sistem Common Law 

Sistem common law juga mempunyai tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi 

dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin stare decisis, dan 

adanya adversary system dalam proses peradilan, ketiga hal itu merupakan pembeda 

antara sistem common law dan sistem civil law. Meskipun demikian tidak berarti bahwa 

yurisprudensi tidak mempunyai arti dalam sistem civil law. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa suatu landmark decision badan peradilan tertinggi dalam sistem civil law masih 

dapat bertahan dan menjadi acuan bagi pengadilan yang mengadili lama setelah 

landmark decision itu dibuat sehingga seolah-olah menjadi ketentuan yang sederajat 
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undang-undang. Proses peradilan dalam sistem common law juga mengenal adanya 

sistem inkuisitorial sebagaimana yang berlaku dalam sistem civil law.
38

 

Sistem hukum Anglo-Saxon bersumber pada putusan-puttusan hakim/ 

putusan pengadilan atau yurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian 

hukum maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dak kaidah-kaidah 

hukum dibentuk dan mengikat umum. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum 

tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga 

karena pada dasrnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber 

dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis 

tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada istem 

hukum Eropa Kontinental. Hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang 

luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip 

hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam 

memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam 

putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis. Namun, bila dalam 

putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim 

berdasrkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan 

menggunakan metode penafsiran hukum.
39
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5. Peran Hakim dalam Memutus Perkara 

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus 

mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. 

oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus 

menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-

alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang 

terakhir ini, majelis hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta 

tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah majelis hakim 

menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka majelis hakim berusaha 

menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika 

dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang  berperkara kuraang 

lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-

dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.
40

 

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa 

dalam suatu persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab perundang-

undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama 

sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak 

tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh 

terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda 

pendapat  jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan 
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perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang 

putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) 

tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku ilmu-ilmu pengetahuan lain 

yangada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.
41

 

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika 

tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan 

mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah 

penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. 

Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk 

mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi 

terikat dan berpegang teguh pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak 

mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.
42

 

6. Putusan Hakim Berdasar Bukti Palsu 

Dalam hal adanya bukti palsu yang diajukan penggugat atau pemohon 

ternyata dimenangkan oleh hakim, maka dampaknya menurut asas res judicata pro 

veritate habetur adalah putusan pengadilan tersebut dianggap benar sampai ada 

putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut. 

Untuk itu, ketentuan hukum mengenai bukti dalam perkara perdata yang 

diduga palsu, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1872 KUH Perdata yang 

menyatakan: 
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“Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka 

pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara 

Perdata." 

Apabila perkara perdata yang di dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah 

diputus dan bahkan dimenangkan oleh hakim, maka dapat mengajukan laporan polisi 

atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: 

a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 

isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun. 

b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 

surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu 

dapat menimbulkan kerugian 

C. Pembagian Waris dan Ketentuannya 

1. Pengertian Waris 

Di dalam Bahasa Arab harta warisan disebut dengan al-miirats. Kata ini 

terbentuk dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, miiratsan yang merujuk pada arti 

“berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. Sedangkan menurut istilah, 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)
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 al-miirats ialah berpindahnya hak kepemilikan atas harta seseorang yang meninggal 

kepada keluarganya yang masih hidup.
43

 

Sebelum perhitungan waris dimulai harus diperhatikan isbatul furudh-nya 

(ketentuan bagian masing-masing ahli waris), yaitu sebagai berikut :
44

 

1) Menentukan siapa-siapa yang berhak menerima dari ahli waris yang 

ada. untuk itu harus dilihat siapa saja yang tidak tertutup/terhalang. 

2) Menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan siapa-siapa 

yang akan menjadi ashabah 

Dalam hadis diceritakan tentang pembagian waris, Hadis Nabi dari Jabir ra. 

Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: 

ْٔ اتَِٕرَا سَؼِ َ٘اذَا ِٓ ٌَهَا فَمَاٌَدِ ََا سَسُىيَ الله  ِٓ ػَثِذٔ الله لَايَ : ظَائَدٔ الَدشِؤجُ تء تَِٕرَُِ ِٓ ظَاترِشَِِ ِٓ اٌشٖتُِِغِ ػَ ذٔتِ

َِ َّا ؤَخَزَ  ّٖهُ َّ ػَ ََ ؤُحُذٕ شَهُِِذّا وَ إ َِؼَهَ ََىِ َّا  ُ٘ ًَ ؤَتُىِ ْٔ إِلاَّ لُرٔ َِا لًا وَلَا ذُِٕىََ:ا َّا  ُِ ََذَعِ ٌَهُ َّا فٍََ ا ٌَهُ

 َُ ٗٔ وَ سََّ ُِّٔشَازٔ فَثَؼَسَ سَسُىِيُ الُله ػٍََُِ ٍِ رٌَٔهَ. فََٕضٌََدِ آََحُ اٌْ َِايٌ. لَايَ: ََمْعٍٔ الُله فٔ َّا  َّا وٌََهُ ِّهِ إًٌَِ ػَ

ِٓ وَ ٍِ سَؼِذٕ اٌصٍَُّصَُِ ٍَ فَهُىَ ٌَهَ  فَمَايَ: ؤَػِػٔ اتَِٕرَ َِا تَمٔ َٓ وَ ُّ َّا اٌصُّ ِٖهُ ؤَػِػٔ ؤُ  

Dari Jabir bin Abdillah berkata: Istri Sa‟d bin Rabi‟ mendatangi Rasulullah 

SAW dengan membawa kedua anak perempuan dari Sa‟d , dia berkata: “Wahai 

Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa‟d bin Rabi‟ yang terbunuh 

syahid ketika perang Uhud bersama engkau, dan paman keduanya (saudara laki-laki 

Sa‟d bin Rabi‟) mengambil harta keduanya dan tidak meninggalkan untuk keduanya 

harta, dan keduanya tidak bisa dinikahkan kecuali jika memiliki harta. (mendengar 

pengaduan ini) Rasulullah bersabda: “Allah akan memutuskan perkara ini.” Kemudian 

turunlah ayat-ayat tentang waris maka Rasulullah SAW mengutus kepada paman kedua 
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anak ini dan memerintahkan agar memberi kedua anak perempuan Sa‟d bin Rabi dua 

pertiga, dan memberi ibunya seperdelapan dan apa yang tersisa adalah untukmu.
 45

 

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan 

masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia terdiri atas tiga unsur 

yang perlu diuraikan, yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga 

unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri.
46

 

Perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata 

meninggal. Karena sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang, hartanya tetap 

menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila 

belum ada kepastian meninggal seseorang, orang itu dipandang masih hidup. 

Kepastian meninggal seseorang itu, dimungkinkan secara haqiqy, hukmy, dan 

taqdiry.
47

 

Pasal 171 huruf e menjelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah 

bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selam sakit 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran utang (al-dain), 

dan pemberian untuk kerabat (wasiat).
48

 

2. Ahli Waris 

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-

kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan 

                                                           
45

 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Kairo: Mustafa Al-Babiy, t.t), 109. 
46

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris, 45. 
47

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris, 45-46. 
48

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 307. 



40 
 

 

berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang 

(pewaris).
49

 

Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-

laki ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki, (3) bapak, (4) kakek (dari 

pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara 

laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari 

saidara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara 

bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah) (13) anak laki-

laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.  

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) 

ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) 

nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan 

seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan 

budak.
50

 

Pengelompokan ahli waris dianalisis dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisaa‟ ayat 

11,12, 176, dan 33, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, maka 

pengelompokan itu terdiri atas: (1) hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki 

yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan 

golongan perempuan terdiri atas; ibu, saudara perempuan, tante, dan nenek; (2) 
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hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. Namun, bila semua ahli waris ada, 

maka yang berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.
51

 

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka 

menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga:
52

 

a) Ahli Waris ashhab al-furudl yaitu ahli waris yang telah ditentukan 

bagian-bagiannya, seperti ½, 1/3, dan lain-lain. 

b) Ahli waris ashhab al-„ushubah yaitu ahli waris yang ketentuan 

bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada ashhab al-

furudl, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya. Ada 

juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu (ashhab al-furudl) 

juga menerima bagian sisa, seperti ayah. 

c) Ahli waris dzawi al-arham, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai 

hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nash 

tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. 

Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashhab al-furudl dan ashhab 

al-„ushubah tidak ada. 

3. Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam dan BW 

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemillikan harta 

(tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris harus didasari oleh adanya kematian. 

                                                           
51

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.59. 
52

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 304. 



42 
 

 

Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup di saat kematian 

pewaris. Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut:
53

 

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam 

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” 

Rumusan sebab-sebab waris mewarisi dalam pasal 171 huruf c Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sama dengan rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Amir 

Syarifuddin. Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab mewarisi dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan diuraikan dibawah ini. 

a. Mempunyai Hubungan Darah
54

 

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab 

seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang termasuk kelompok 

menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan 

data, sevagai berikut: 

1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, 

paman, dan kakek; 

2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan, dan nenek.  
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b. Mempunyai Hubungan Perkawinan.
55

 

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris mewarisi antara 

suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup 

dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari huungan perkawinan 

tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf b memberikan 

rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini 

dipahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka 

statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (Istri). 

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan 

kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan 

perkawinan tetap masih ada. ketentuan pernikahan yang sah baik menurut Agama 

maupun negara telah diaturdalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4, yaitu: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” sebagai wujud 

ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan 

yang masih uuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah 

diputuskan dengan talak raj‟i (talak kesatu, atau kedua) yang masa iddah bagi istri 

belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk  
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kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada huruf b pasal 

174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahaman. 

c. Mempunyai Hubungan Wala‟
56

 

Al- Wala‟ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan 

hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan 

budak itu laki-laki disebut mu‟tiq dan jika perempuan disebut mu‟tiqah. Bagiannya 1/6 

dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, 

karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak 

diakui lagi keberadaanya. 

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam 

terdiri dari dua hal, pertama, karena hubunga darah, dan kedua, karena hubungan 

perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI). 

Didalam pasal 832 BW ditentukan bahwa menurut undang-undang yang 

berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, 

dan suami atau istri yang hidup lama. Menurut sistem hukum waris BW ada empat 

golongan ahli waris.
57

 

1) Golongan pertama, terdiri dari suami atau istri dan keturunannya: 

2) Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya: 

3) Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas: 
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4) Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis 

menyimpang sampai derajat keenam. 

Keempat golongan ahli waris tersebut dengan ketentuan bahwa golongan 

pertama menutup hak waris golongan yang kedua dan seterusnya. Jadi langkah awal 

yang perlu diketahuhi ialah apakah ada suami atau istri yang masih hidup, kemudian 

diurut kebawah yaitu anak-anak dan cucu-cucu. Apabila golongan pertam tidak ada 

sama sekali, baru ditampilkan golongan kedua, jika golongan kedua tidak ada, maka 

dapat diajukan golongan ketiga, dan deikian seterusnya. Kalau sampai golongan 

keempat juga tidak ada maka harta warisan dikuasai negara. Dalam keadaan tertentu 

golongan keempat dapat mewaris bersama-sama golongan ketiga.
58

 

4. Hak Kewarisan Istri 

Istri berhak menerima warisan dari peninggalan suaminya melalui akad nikah 

yang sah, meskipun suami belum menggaulinya, atau belum menyerahkan maharnya. 

Namun, tidak boleh ada penghalang secara syar‟i dalam menerima warisan, seperti 

perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan.
59

 

Pernyataan “Akad nikah yang sah” mengecualikan akad yang batil (tidak 

sah), misalnya melakukan akad nikah agar si wanita menjadi halal dinikahi suami 

pertamanya, atau nikah mut‟ah (kawin kontrak).
60
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Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik 

menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya 

hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui 

adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
61

 

Dalil Al-Qur‟an menunjukkan wajibnya istri menerima warisan: Allah SWT 

berfirman: 

َْوَ ْْأفَ ذٌَْوَ ُِىٌَُّ ِٓىََُ ٌَُِّ ْْأ ُِرُوْشَا ذَِّٖٔ غُتُاٌشُّ ٖٓهٌَُ وَ  حَُّٕصٔوَ ذٔؼِتَ ِِّٓٔ ُِرُوْشَا ذَِّٖٔ ُُّٓاٌصُّ َّٓهٍَُفَ ذٌَْوَ ُِىٌَُ ا

  ٍَِٓدَوِأ اَهَتِ َْىِصُىِذُ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 

atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.” (An-Nisa‟ {4}: 12) 

Adapun dalil dari As-Sunnah seperti berikut: 

Dari Abdullah bin Mas‟ud, tentang laki-laki yang menikahi seorang wanita 

lalu dia mati dalam keadaan belum menggauli istrinya, dan belum menyerahkan mahar. 

Ibnu Mas‟ud berkata, “Si wanita tetap menerima mahar seutuhnya, menerima warisan, 

dan wajib menunggu sampai masa iddahnya selesai.” Berkaitan dengan ini, Mi‟qal bin 

Sinan mengatakan:
62
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 سمؼد سسىي الله لعً تٗ في تشوع تٕد واشك

“Saya mendengar Rasulullah SAW memutuskan seperti ini tentang kasus 

Barwa binti Wasyiq”  

Ibnul Mundzir mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa seorang istri 

mewarisi suaminya ¼ apabila suaminya tidak meninggalkan anak keturunan 

(walad/anak laki-laki maupun walad ibni/cucu dari anak laki-laki).” Kemudian beliau 

menambahkan, “Mereka sepakat bahwa istri mewarisi 1/8 kalau suaminya mempunyai 

anak keturunan. Ahli ilmu juga sepakat bahwa bagian empat orang istri sama dengan 

bagian satu orang dalam semua masalah yang telah diuraikan.” 

Al-Qurthubi mengatakan, “Seorang istri mewarisi ¼ harta suaminya bila 

suami tidak mempunyai keturunan, dan 1/8 bila suami memiliki keturunan. Para ulama 

sepakat bahwa satu orang istri sama hukumnya dengan dua, tiga, atau empat orang 

istri. Seperempat (1/4) itu dibagi empat jika suami tidak mempunyai keturunan, dan 

1/8 dibagi empat apabila suami mereka mempunyai anak keturunan, sehingga mereka 

memperoleh bagian yang sama. Karena Allah tidak membedakan antara satu orang 

istri dengan lainnya, sebagaimana Allah membedakan satu anak perempuan dan satu 

orang saudara perempuan, dengan hukum apabila mereka berjumlah beberapa orang.” 

Ibnu Rajab menyatakan, “Adapun suami dan istri saling mewarisi karena 

ikatan penikahan. Dan ketika keduanya ada ikatan, kasih sayang, saling tolong, dan 

saling membantu sebagaimana kerabat, dijadikanlah warisannya seperti warisan 

kerabat. Dijadikan bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan, 
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karena kelebihan laki-laki dari perempuan dalam hal manfaat, infak, dan 

pertolongan.”
63

 

Ad-Dahlawi ketika menerangkan hak suami istri terhadap harta warisan dari 

masing-masing pihak, mengatakan, “Suami menerima warisan karena dialah yang 

memberi nafkah istri dan membantunya dalam urusan harta. Mengeluarkan harta itu 

tentulah menyusahkannya. Selain itu, karena dia juga menjaga keamanan apa yang 

dimiliki istri sehingga terbayanglah haknya yang besar terhadap apa yang ada ditangan 

istri. Akan halnya istri, dia menerima warisan sebagai hak pelayanan, pemeliharaan, 

dan kelembutan. Maka dilebihkanlah laki-laki dari perempuan, dan itulah makna 

firman Allah berikut ini: 

ِِىَا ٌٔهِ ِٓ اَ ِٔ َّأ اَ ِٔفَمُىِا  ُِ ػًٍََ تَؼِطٍ وٖتِ ًَ الُله تَؼِعَهُ َّا فَعٖ َْ ػًٍََ إٌِّسَأءِ تِ ُِىِ ُِ اٌَشِّظَا يُ لَىَّا  

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa‟ {4}: 34)” 

5. Bagian Istri yang Dicerai
64

 

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri 

dicerai raj‟i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu („iddah). Alasannya, 

wanita yang berada dalam masa tunggu („iddah raj‟î), suaminyalah yang paling berhak 
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merujukinya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan 

suaminya. 
65

  

Adapun warisan istri yang melakukan khulu‟, Ibnu Abdil Bar di dalam kitab 

al-Istidzkâr mengatakan, “Para ahli ilmu tidak berselisih bahwa khulu adalah thalâq 

ba‟in, tidak ada saling mewarisi diantara keduanya.” 

Di dalam al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, “Secara umum, khulu‟ 

yang terjadi ketika sakit adalah sah. Sama saja, apakah yang sakit suami atau istri, atau 

kedua-duanya. Karena hal ini merupakan mu‟awadhah (ganti rugi) sehingga sah 

terjadi ketika sakit, sama seperti jual beli. Dan, kami tidak tahu ada perselisihan dalam 

masalah ini.” 

Sementara itu, dalam Maratibul Ijma‟ Ibnu Hazm menjelaskan, “Para ahli 

ilmu sepakat bahwa wanita yang dicerai tiga kali berdasarkan ketentuan sunnah, juga 

wanita yang habis masa iddahnya dari thalâq raj‟î, dan khulu‟ serta fasakh, tidaklah 

menerima warisan. Demikian pula dengan bekas suaminya juga tidak mewarisinya.” 

Berdasarkan uraian ahli ilmu ini, jelaslah bahwa wanita yang melakukan 

khulu‟ tidak mewarisi harta suaminya bila ia mati, meski dia dalam masa iddah. 

Suaminya pun tidak mewarisinya.
66

 

6. Hak Kewarisan Anak 

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 
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171 huruf c menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal 

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Diterangkan dalam QS. An-Nisaa‟ ayat 7: 

جَالِ نصَِيْب  ل لرِّ ِّ  ّ َّ ّٖا لَ ِٔ  َْ ْٔ وَالَألْشَتُىِ ّٖا ذَشَنَ اٌْىَأٌذَا ِِّ َْ ؤٌَِّٕسَأ ءِ َٔصُِٔةْ  ْٔ وَالَألْشَتُىِ ّٖا ذَشَنَ اٌْىَأٌذَا ُٗ اَوِ وَصُشَ ِِّ ِِٕٔ  

ِٖفْشُوِظّا    َٔصُِٔثّا 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan.” 

Jika seorang mati, bagian anak laki-lakinya adalah seperti hal-hal yang 

tersebut di bawah ini.
 67

 

a) Jika seorang mati tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan 

seorang anak laki-laki saja maka sekalian harta itu jadi haknya sebagai 

ashabah. 

b) Jika si mati tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan dua orang anak 

laki-laki atau lebih maka harta itu dibagi rata diantara mereka karena mereka 

bersama-sama mejadi ashabah. 

c) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau 

lebih maka harta itu dibagi buat tiap-tiap anak laki-laki dua bagian dan buat tiap-tiap 

anak perempuan satu bagian. 
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d) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki bersama anak 

perempuan dan bersama mereka juga ditinggalkan: Ibu, Bapak, Datuk, Nenek, dan 

Suami (atau istri). 

Dengan demikian, harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada siapa-siapa 

yang dapat mempusakai diantara mereka dan sisanya dibagikan kepada anak (poin 1,2, 

dan 3). 

Jika seseorang mati maka bagian anak perempuan, seperti hal-hal yang 

tersebut di bawah ini:
68

 

a) Jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan saja dan tidak 

meninggalkan anak laki-laki maka anak perempuan mendapat seperdua 

dari harta warisan. 

b) Jika si mati meninggalkan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan 

tidak ada anak laki-laki maka anak-anak perempuan itu dapat dua pertiga, 

yakni dua pertiga tersebut dibagi sama rata diantara mereka. 

c) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang 

atau lebih, dan tidak ada ahli waris lainnya, maka tiap-tiap anak 

perempuan dapat seperdua dari bagian anak laki-laki. Jadi, tiap-tiap anak 

laki-laki dapat dua bagian dan tiap-tiap anak perempuan dapat satu 

bagian. 

d) Jika si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan dan 

bersama mereka ada ahli waris lainnya maka hendfaklah terlebih dahulu 
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bagikan bagian ahli-ahli waris tersebut dan sisanya dibagikan di antara laki-laki 

dan perempuan, sebagaimana pembagian pada poin 3 di atas. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Kasus 

Perkara nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Sby ini merupakan perkara tentang 

pembatalan penetapan ahli waris. 

Penelitian ini diambil dari sebuah kasus yang ditangani oleh Pengadilan 

Agama Surabaya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya 

dengan register nomor 95/Kuasa/I/2013 tertanggal 09 Januari 2013, dan telah 

diputuskan pada tanggal 30 Oktober 2013. Adapun duduk perkara dari gugatan 

pembatalan penetapan ahli waris ini sebagai berikut: 

Penggugat adalah istri sah dari suaminya yang telah menikah secara sah 

berdasarkan syariat Islam dan Negara, dan pernikahan ini terdaftar di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Cimahi Kota Bandung dengan buku kutipan akta nikah nomor: 

11911976 C No. 269602 tanggal 07 Maret 1976. 
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Pada awalnya penggugat dan suaminya hidup bersama di rumah dinas TNI-

AD di Kota Surabaya dengan 3 orang anaknya. Kemudian sejak bulan Agustus 2010 

penggugat dan keluarga pindah ke Malang sampai pada saat suaminya meninggal 

dunia dan saat putusan ini dijatuhkan. 

Pada tahun 1996 suami penggugat melangsungkan perkawinan dengan 

tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat. Perkawinan ini 

dilaksanakan di Banyuwangi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banyuwangi dan terbit juga buku kutipan akta nikahnya pada tanggal 09 September 

1996. 

Setelah mengetahui adanya perkawinan tersebut, penggugat melaporkan 

perbuatan suaminya melangsungkan perkawinan dengan tergugat. Atas perbuatan 

suami penggugat tersebut Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya telah memproses, 

memeriksa, dan telah memvonis suami tergugat bersalah atas tindak pidana pemalsuan 

surat pada tanggal 23 Mei 2003 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)  

Kemudian pada tahun 2002 telah terjadi perceraian antara suami penggugat 

dengan tergugat atas gugatan dari istri di Pengadilan Agama Surabaya dan telah 

diputus dengan nomor: 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby tanggal 22 Agustus 2002 yang isinya 

telah menceraikan ikatan perkawinan antara keduanya dengan talak ba‟in sughra. 

Selama pernikahannya suami penggugat dikaruniai dua orang anak dari tergugat. 

Suami penggugat meninggal dunia pada tahun 2012, dalam keadaan ini 

tergugat mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Surabaya seolah-olah 

tergugat masih dalam status suami istri dengan almarhum. Dalam penetapan tersebut 
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tergugat memohon untuk menetapkan dirinya dan empat orang anaknya sebagai ahli 

waris yang sah dari almarhum mantan suaminya. Dan Pengadilan Agama Surabaya 

mengabulkan permohonan pemohon (tergugat) dengan terbitnya penetapan nomor: 

0156/Pdt.P/2012/PA.Sby. 

Di sisi lain penggugat yang masih dalam status suami istri dengan almarhum 

mengajukan penetapan ahli waris bersama tiga orang anaknya ke Pengadilan Negeri 

Malang dengan nomor 17/2012/PN. Malang yang telah di sahkan oleh Hakim 

Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Maret 2012. Dan ketika penggugat akan 

mencairkan tabungan almarhum suaminya di bank, ternyata bank menerima dua 

dokumen ahli waris yang berbeda dari nasabah (almarhum) sehingga rekening atas 

nama nasabah (almarhum) diblokir dan harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan 

sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh bank. 

Penggugat yang merasa haknya dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang 

sah merasa sangat dirugikan oleh perbuatan tergugat. Apalagi tergugat memohon 

penetapan itu dengan menggunakan keterangan palsu dan untuk kepentingan pribadi 

tanpa memperhatikan hak orang lain yang merasa sangat dirugikan oleh perbuatannya. 

Akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat dirugikan baik secara 

materiil maupun formiil atas harta warisan peninggalan almarhum suaminya, karena 

sebenarnya tergugat secara hukum sudah bukan sebagai ahli waris dari almarhum 

karena sudah ada putusan cerai yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan 

antara almarhum dengan tergugat. 
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Akibatnya, penggugat yang merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan 

tergugat, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya demi 

memperjuangkan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. 

B. Alasan Terjadi Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 

0232/Pdt.G/2013/PA. Sby 

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-

kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan 

berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang 

(pewaris).
69

 

Dari penjelasan diatas sudah diketahui penyebab seseorang mendapatkan 

warisan adalah adanya hubungan keluarga, umumnya yang dikatakan hubungan 

keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, seperti: ayah, ibu, anak laki-

laki, anak perempuan, dan lain sebagainya.  

Diperjelas lagi dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) : 

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” 

Menurut pasal 171 huruf c KHI diatas bukan hanya yang mempunyai 

hubungan darah saja yang bisa mewarisi harta peninggalan pewaris. Namun juga yang 
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mempunyai hubungan perkawinan, yang dimaksud mempunyai hubungan perkawinan 

adalah suami atau istri yang ditinggal mati oleh pewaris.  

Ahli waris juga harus beragama Islam, dan tidak terhalang oleh sesuatu yang 

menjadikannya tidak dapat menerima waris. Menurut Ahmad Rofiq yang menjadi 

sebab penghalang seseorang menerima warisan adalah: 

1. Pembunuhan, Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya 

menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. 

2. Berbeda Agama, seperti yang di praktikkan oleh Rasullullah, pada saat Abu 

Thalib meninggal dunia. Abu Thalib meninggal belum masuk Islam, dan 

meninggalkan empat orang anak, „Uqail dan Thalib yang belum Islaman Ali 

serta Ja‟far yang telah masuk Islam. Oleh Rasululah SAW, harta warisan 

diberikan hanya kepada „Uqail dan Thalib. Sementara Ali dan Ja‟far tidak 

diberi bagian warisan. 

3. Perbudakan, budak dinyatakan menjaadi penghalang mewarisi, karena status 

dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik 

menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya 

hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui 

adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
70
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Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat menjadi 

bukti otentik bahwa memang telah terjadi perkawinan antara suami dan istri. Alat 

bukti otentik ini dapat diajukan kepada Pengadilan sebagai bukti untuk membuktikan 

dirinya memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris dalam permohonan penetapan 

ahli waris.  

Namun, akta cerai juga merupakan alat bukti otentik yang isinya adalah 

memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, seperti yang telah dilakukan 

oleh tergugat dengan almarhum sehingga tidak ada ikatan perkawinan lagi diantara 

keduanya. Dan akta cerai yang merupakan bukti otentik ini memiliki kekuatan hukum 

mengikat bagi pihak yang berperkara. 

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri 

dicerai raj‟i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (iddah). Alasannya, 

wanita yang berada dalam masa tunggu (iddah raj‟i), suaminyalah yang paling berhak 

merujukinya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan 

suaminya. 
71

 

Dalam keterangan diatas dikatakan walaupun sudah putus ikatan perkawinan 

diantara keduanya yang mana putusnya ikatan perkawinan itu dikarenakan cerai raj‟i 

yakni talak satu yang jatuh kepada istri yang diucapkan oleh suaminya, ketika suami 

meninggal dalam keadaan istri masih dalam masa tunggu (iddah) maka istri berhak 

atas warisan suaminya walaupun  sudah bercerai  tetapi masih dalam masa  tunggu  
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(iddah) dengan alasan istri ketika masih dalam keadaan masa tunggu (iddah) dia masih 

terikat dengan suaminya dan hanya suaminyalah yang berhak untuk merujukinya 

dalam masa tunggu (iddah) tersebut. 

 Akan tetapi yang terjadi dalam perceraian antara almarhum dengan tergugat 

bukanlah talak raj‟i, melainkan khulu‟ yakni istri yang meminta cerai dengan 

memberikan tebusan atau „iwadl kepada suaminya. Dan khulu‟ ini merupakan kategori 

cerai gugat. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tergugat berpisah dengan 

almarhum karena talak raj‟i namun berpisahnya mereka karena adanya khulu‟, yakni 

permintaan istri untuk bercerai dengan membayar tebusan. 

Adapun warisan istri yang melakukan khulu‟, Ibnu Abdil Bar di dalam kitab 

al-Istidzkar mengatakan, “Para ahli ilmu tidak berselisih bahwa khulu adalah thalaq 

ba‟in, tidak ada saling mewarisi diantara keduanya.”
72

 

Di perjelas lagi dalam Maratibul Ijma‟ Ibnu Hazm menjelaskan, “Para ahli 

ilmu sepakat bahwa wanita yang dicerai tiga kali berdasarkan ketentuan sunnah, juga 

wanita yang habis masa iddahnya dari thalaq raj‟i, dan khulu‟ serta fasakh, tidaklah 

menerima warisan. Demikian pula dengan bekas suaminya juga tidak mewarisinya.” 

Dari penjelasan para ulama‟ diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan 

adanya khulu‟ suami dan istri tidak dapat saling mewarisi walaupun nantinya ketika 

perempuan masih dalam masa tunggu (iddah) kemudian suami meninggal dunia maka  

 

                                                           
72

 Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, Hukum Waris Wanita, 114 



60 
 

 

istri tidak mendapat warisan dari harta suaminya, begitu pun sebaliknya. Dengan 

adanya khulu‟ ini berarti istri melepaskan perlindungan dirinya dari suaminya.  

Ahli waris yang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan seperti 

anak. Dan yang dinyatakan sebagai anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan 

yang sah. Dalam penetapan nomor 0232/Pdt.P/2012/PA.Sby menyatakan bahwa 

tergugat dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah. 

Dari keterangan yang diajukan penggugat di muka pengadilan hanya dua 

orang anak dari tergugat yang merupakan anak sah dari almarhum (pewaris). 

Maksudnya, hanya dua anak dari tergugat yang terbukti lahir dalam ikatan perkawinan 

antara tergugat dengan almarhum (pewaris). Sedangkan dua anak lainnya tidak 

terbukti sebagai anak sah dari almarhum (pewaris), dikarenakan kedua anak tergugat 

yang lainnya lahir sesudah ikatan perkawinan antara tergugat dengan almarhum 

(pewaris) telah putus akibat perceraian. 

Dari sini dapat dirumuskan bahwa dalam perkara waris yang terjadi dalam 

penelitian ini yang dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah: 

1. Penggugat, karena memiliki ikatan perkawinan dengan almarhum suaminya 

(pewaris) dan tidak pernah bercerai semasa hidupnya, dan sebagai janda yang 

ditinggal mati oleh pewaris. 

2. Ketiga anaknya dari penggugat yang merupakan anak kandung dari pewaris 

dan penggugat, dan juga karena memiliki hubungan darah dengan pewaris, 

dan 
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3. Anak pertama dan anak kedua dari tergugat, karena keduanya memiliki 

hubungan darah dengan pewaris dan merupakan anak kandung dari almarhum 

dengan tergugat. 

Tergugat tidak dapat menjadi ahli waris dikarenakan tergugat sudah tidak 

memiliki hubungan perkawinan dengan almarhum sejak putusan cerai diterbitkan oleh 

Pengadilan Agama Surabaya. Dan kedua anak tergugat yang lainnya juga tidak dapat 

dikatakan sebagai ahli waris, dikarenakan keduanya lahir setelah putusnya ikatan 

perkawinan antara almarhum dengan tergugat, yang berarti kedua anak tergugat 

tersebut merupakan anak luar perkawinan 

Karena tergugat dan kedua anaknya ini tidak seharusnya mendapat bagian 

atas harta warisan almarhum karena keduanya tidak memiliki salah satu penyebab 

dapat warisan akan tetapi dalam penetapan nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby tergugat 

dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak atas 

harta warisan almarhum dengan menggunakan keterangan palsu inilah yang membuat 

ahli waris yang sah (penggugat dan anak-anaknya) merasa sangat dirugikan haknya. 

Sehingga penggugat menempuh jalur hukum untuk mengupayakan apa yang menjadi 

haknya dan anak-anaknya. 

Karena para pihak yang bersangkutan ini merupakan Warga Negara Indonesia 

yang beragama Islam maka sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama Pasal 1 yang isinya menyatakan bahwa Peradilan Agama 

merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 
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Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

shadaqah, dan ekonomi syar‟iyah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga 

apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama 

Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak 

menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan 

Umum.
73

 Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah 

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara 

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan 

Agama.
74

 

Berdasarkan penjelasan diatas Pengadilan Agama memiliki kewenangan 

dalam menangani perkara orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang 

akan ditangani oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang kewenangan Peradilan Agama adalah di bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. 

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, 

kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, 

bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan 
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Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh 

golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.
75

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 inilah maka benar jika 

adanya kasus sengketa kewarisan seperti yang diteliti ini merupakan kewenangan 

Peradilan Agama, dan Peradilan Agama yang berhak untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ini dikarenakan subjek dalam perkara ini merupakan Warga 

Negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga para pihak harus tunduk pada aturan 

hukum yang telah mengatur tentang sengketa antar orang Islam dan sengketa tentang 

kewarisan ini juga merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.  

Yang menjadikan masalah dalam perkara ini karena telah terbitnya produk 

Pengadilan Agama yang berupa penetapan dengan nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby 

dan menyatakan bahwa tergugat (mantan istri almarhum) dan keempat anak almarhum 

sebagai ahli waris yang sah dari almarhum. Sehingga, Penggugat dan ketiga anaknya 

merasa haknya sangat dirugikan dengan adanya penetapan itu yang berdasarkan pada 

keterangan palsu. 

Sedangkan pengertian penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, 

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.
76

 Dan dalam 

permohonan ini tidak terdapat sengketa yang sesungguhnya karena dalam permohonan 

ini pemohon hanya meminta untuk Pengadilan Agama menetapkan sesuatu dan dalam 
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penetapan ini pihak yang terlibat disebut dengan pemohon. Dan hasil penetapan tidak 

berisi menghukum karena memang tidak ada sengketa dengan lawan, melainkan 

penetapan akan berisi menyatakan atas sesuatu yang dimintakan oleh pemohon. 

Penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang 

yang memperoleh hak daripadanya.
77

 Begitu pula dengan penetapan yang telah 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang Surabaya yang mana isinya menetapkan 

tergugat dan ketiga anaknya merupakan ahli waris yang sah. Sehingga ini 

menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. 

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupaka akta otentik 

yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. 

Bertolak dari doktrin yang dikemukakan diatas, setiap penetapan atau putusan yang 

dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin ini pun sesuai dengan 

ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUH Perdata:
78

 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat 

akta itu dibuat.” 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan atau 

penetapan yang telah di terbitkan oleh Pengadilan Agama merupakan suatu akta 

otentik.  
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Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak ex-parte atau 

sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat 

ex-parte itu sendiri, dalam arti:
79

 

1. Nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja, 

2. Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak 

ketiga. 

Begitu pula dengan penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama 

Surabaya atas permohonan yang dilakukan oleh tergugat, nilai kekuatan 

pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja yakni tergugat dan anak-

anaknya, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada 

pihak ketiga yakni penggugat dan anak-anaknya. Namun, jika dirasa dengan adanya 

penetapan itu ada yang dirugikan masih ada upaya hukum untuk penetapan itu.  

Apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau gugatan voluntair yang 

keliru, upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang 

dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskannya adalah sebagai berikut:
80

 

1. Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Selama Proses Pemeriksaan 

Berlangsung. 

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan 

kepentingan orang lain, merujuk secara analogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 
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ayat (6) HIR. Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya 

penetapan yang keliru.  

2. Mengajukan Gugatan Perdata 

Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa 

dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini: 

a) Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon 

ditarik sebagai tergugat, 

b) Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri 

penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam 

permohonan. 

3. Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA atas Penetapan 

Tentang upaya ini, dapat dipedomani Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 

sebagai preseden. 

4. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali 

Ketentuan peninjauan kembali diatur dalam pasal 21 dari Undang-Undang 

Pokok kekuasaan kehakiman yang baru, yang secara lebih jelas menerangkan:
 81

 

“ Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan 

undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
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yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, daalam 

perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. 

Menurut Yahya Harahap dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali 

terhadap perkara yang telah putus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi adalah 

karena beberapa pertimbangan antara lain: (1) meskipun perkara telah diperiksa dalam 

tingkat pertama, banding, kasasi telah mempunyai hukum tetap, dikhawatirkan ada 

kekeliruan dalam pemeriksaannya sebab sifat manusia walaupun ia sebagai hakim 

tidak luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan, (2) biasa terjadi pada saat 

perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti kebohongan dan 

tipu muslihat sehingga timbul ketidakadilan pada salah satu pihak yang berperkara, (3) 

tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan mesyarakat 

sehingga lebih layak diberikan kesempatan yang luar biasa kepada pihak yang 

dirugikan dengan cara mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah 

mempunyai hukum tetap.
82

 

Karena penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya 

berdasarkan keterangan-keterangan palsu dikatakan apabila perkara perdata yang di 

dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah diputus dan bahkan dimenangkan oleh 

hakim, maka dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana 

pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
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263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pihak penggugat juga 

melaporkan ke polisi atas perilaku tergugat yang merugikan dirinya tersebut.  

Sebenarnya, usaha mengajukan peninjauan kembali bisa dilaksanakan oleh 

penggugat, dikarenakan penetapan yang menyatakan mantan istri almarhum dan 

keempat anaknya sebagai ahli waris sah dari almarhum sudah berkekuatan hukum 

tetap (inkracht) yang merugikan penggugat dan anak-anaknya. Seorang hakim dalam 

menetapkan/memutuskan suatu perkara harus menggali informasi dari para pihak 

untuk mengetahui kebenarannya, sesuai tidaknya dengan alat bukti yang diajukan, dan 

untuk mengetahui fakta hukum yang tersembunyi, kesemuanya itu akan dijadikan 

dasar hakim dalam menetapkan putusan maupun penetapan.  

Sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa, segala produk hukum yang telah 

diputuskan oleh hakim merupakan akta otentik, yang jika suatu saat nanti ada pihak 

yang merasa dirugikan bisa diajukan ke pengadilan dan alat bukti otentik merupakan 

alat bukti yang sempurna. 

Dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa 

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan khusus yang mana Pengadilan 

Agama dibentuk untuk menyelesaikan perkara antara rakyat yang beragama Islam. 

Sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya mentati aturan hukum yang telah berlaku di 

Negara ini. Sehingga walaupun memang bisa saja gugatan pembatalan itu diajukan 

peninjauan kembali dikarenakan penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht) dan terdapat kebohongan sehingga menimbulkan penetapan yang merugikan 

pihak lain, namun UU No. 50 Tahun 2009 telah mengatur bahwa kewenangan untuk 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)
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menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan dari 

Pengadilan Agama. Maka dalam kasus ini pihak penggugat mengajukan gugatan 

perdata. Seperti yang telah dikatan Yahya Harahap, apabila isi penetapan mengabulkan 

permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan 

menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata 

biasa. Dalam hal ini: 

1. Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan 

pemohon ditarik sebagai tergugat, 

2. Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara 

diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam 

permohonan. 

C. Analisis Putusan Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan 

Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby 

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus tingkat pertama yang 

memang dibentuk secara khusus untuk untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam yang dirinci dalam 

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan 

dua kali, yakni UU No. 3 Tahun 2006 dan yang terakhir UU No. 50 Tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara   ditingkat  pertama   antara    orang-orang  yang  beragama  Islam  di   bidang:  

 



70 
 

 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari‟ah”. 

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, 

menyangkut dua hal, yaitu: “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”.
83

 Yang 

dimaksud dengan kewenangan relatif disini adalah perkara yang masuk ke dalam 

Pengadilan Agama masih dalam jangkauan yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut. Jadi 

setiap Pengadilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke 

dalam wilayah hukumnya. Jika perkara yang masuk ternyata bukan dalam wilayah 

jangkauan suatu Pengadilan Agama, maka Pengadilan tersebut menyatakan tidak 

berwenang dalam mengadili perkara tersebut karena bukan merupakan wilayah relatif 

dari Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan 

Pengadilan Agama dalam masalah pembagian kekuasaan. Kewenangan absolut dari 

Pengadilan Agama adalah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama merupakan 

perkara yang dialami oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, jika yang 

berperkara Warga Negara Indonesia non muslim maka bukan merupakan kewenangan 

absolut dari Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang dalam 

mengadili perkara tersebut. Selain itu, kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama 

dinyatakan dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu 

tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di  
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bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 

syari‟ah. 

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, 

kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, 

Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh 

golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.
84

 Jika pihak yang berperkara 

bukan merupakan rakyat yang beragama Islam atau yang diperkarakan bukan 

merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama 

tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.  

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari 

sudut hukum waris Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan pasal 49 ayat (3) jo 

penjelasan umum angka 2 alinea keenam UU No. 7 Tahun 1989. Jadi, uraian singkat 

dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pokok-pokok Hukum Waris Islam yang 

akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam di Pengadilan Agama 

terdiri atas:
85

 

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli waris, 

siapa yang berhak mewaris, siapa yang terhlang menjadi ahli waris, dan 

penentuan hak dan kewajiban ahli waris; 

2. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan tirkah 

yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan. 
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3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam Al-

Qur‟an, as-Sunnah, dan ijtihad (pendapat Prof. Hazairin dan KHI); dan 

4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan. 

Dalam hal ini para pihak yang bersangkutan merupakan warga Negara 

Indonesia yang menganut agama Islam dan bersengketa mengenai permasalahan waris 

yakni gugatan pembatalan penetapan waris yang semuanya merupakan kewenangan 

absolut dari Peradilan Agama. Sedangkan Pengadilan Agama dalam kewenangan 

relatifnya adalah perkara diajukan dimana tempat tinggal tergugat. Maka benar jika 

gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya 

karena tempat tinggal tergugat berada di Surabaya dan perkara yang diajukan ke 

Pengadilan Agama Surabaya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. 

Masalah yang timbul ini diakibatkan oleh terbitnya penetapan oleh 

Pengadilan Agama Surabaya nomor 0232/Pdt.P/2012/PA.Sby yang diajukan oleh 

tergugat yang dalam penetapan tersebut sebagai pemohon harta waris dari almarhum 

(pewaris). Dan penetapan tersebut menyatakan para pemohon (tergugat dan keempat 

anaknya) sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum 

(pewaris). Penetapan ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan 

keterangan-keterangan palsu yang diajukan tergugat sebagai pemohon dalam 

penetapan tersebut. Sehingga penggugat sebagai ahli warisnya merasa haknya sangat 

dirugikan. 

Yang dimaksud dengan penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, 
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sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.
86

 Dalam penetapan 

nomor 0156/Pdt.P/2012/PA.Sby pemohon (tergugat) memohonkan penetapan ahli 

waris untuk dirinya dan anak-anaknya. Dalam permohonan ini tidak ada sengketa dan 

hanya ada pihak pemohon. Maka dalam penetapan hakim tidak berbunyi menghukum 

akan tetapi berbunyi menyatakan. 

Penetapan ahli waris hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli 

warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.
87

 Oleh karena 

penetapan ahli waris hanya mengikat bagi ahli waris dan orang yang memperoleh hak 

daripadanya penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan ini. Pada 

umumnya, penetapan merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. 

Karena merasa dirugikan, penggugat mencoba upaya untuk membatalkan penetapan 

tersebut sebagai upaya hukum terhadap penetapan yang keliru.  

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus 

menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta 

alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dengan 

ditemukannya fakta hukum yang nyata, maka dari sinilah hakim bisa menyesuaikan 

dengan hukum apa akan diputuskan suatu perkara.  

Namun, adakalanya hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari 

kesalahan dan kekhilafan. Maka dari itu, diberikan kesempatan bagi para pihak 

maupun pihak yang dirugikan dengan terbitnya putusan hakim. Ada banyak cara 
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dalam upaya hukum, dalam penetapan pun juga ada upaya hukumnya bila ada pihak 

yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu penetepan.  

Atas terbitnya putusan yang berdasar kepada bukti palsu, bila perkara perdata 

yang di dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah diputus dan bahkan dimenangkan 

oleh hakim, maka dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana 

pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pelaporan kepada pihak 

kepolisian juga sudah dilakukan oleh pihak penggugat selaku pihak yang merasa 

dirugikan. 

Menurut Yahya Harahap, upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang 

berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskan penetapan 

yang keliru adalah: (1) mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses 

pemeriksaan berlangsung, (2) mengajukan gugatan perdata, (3) mengajukan 

permintaan pembatalan kepada MA atas penetapan, (4) dan mengajukan upaya 

peninjauan kembali. 

Walaupun sebenarnya bisa diajukan peninjauan kembali karena syarat untuk 

melakukannya juga ada yakni, penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan 

dalam penetapan itu ditetapkan berdasarkan keterangan palsu dan kebohongan. 

Namun, undang-undang negara kita sudah mengatur tentang beberapa hal yang khusus 

seperti pada kasus ini, UU No.50 Tahun 2009 yang telah mengalami perubahan dua 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)
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kali sampai saat ini menerangkan bahwa perkara yang dialami oleh orang-orang yang 

beragama Islam merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. Pengadilan Agama  

adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perkara yang 

dialami oleh orang-orang yang beragama Islam. Jadi, benar jika kasus pembatalan 

penetapan ahli waris ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan 

perdata.  

Seperti yang dicantumkan Yahya Harahap dalam bukunya, apabila isi 

penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru 

mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan 

dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini:
88

 

1. Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik 

sebagai tergugat, 

2. Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri 

penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan. 

Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dirinya sebagai istri 

sah dari almarhum suaminya, akan tetapi pada tahun 1996 almarhum suami penggugat 

menikah dengan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Akan tetapi, pada tahun 

2002 terjadi perceraian antara almarhum dengan tergugat. Dan pada tahun 2012 

tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum yang telah 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan penetapan nomor 
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0156/Pdt.P/2012/PA.Sby dan karena penetapan tersebut didasari oleh fakta atau 

peristiwa hukum yang tidak benar maka penggugat memohon untuk membatalkan 

penetapan atau menyatakan tidak berlaku penetapan Pengadilan Agama Surabaya 

tersebut. 

Rumusan sebab-sebab waris mewarisi dalam pasal 171 huruf c Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sama dengan rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Amir 

Syarifuddin. Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab mewarisi dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan diuraikan dibawah ini. 

1. Mempunyai Hubungan Darah
89

 

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab 

seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang termasuk kelompok 

menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan 

data, sebagai berikut: 

a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, 

paman, dan kakek; 

b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan, dan nenek.  

d. Mempunyai Hubungan Perkawinan.
90
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Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris mewarisi antara 

suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup 

dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari hubungan perkawinan 

tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf b memberikan 

rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini 

dipahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka 

statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (Istri). 

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan 

kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan 

perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut Agama 

maupun negara telah diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4, yaitu: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” sebagai wujud 

ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan 

yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah 

diputuskan dengan talak raj‟i (talak kesatu, atau kedua) yang masa iddah bagi istri 

belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk 

kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada huruf b pasal 

174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahaman. 
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e. Mempunyai Hubungan Wala‟
91

 

Al- Wala‟ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan 

hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan 

budak itu laki-laki disebut mu‟tiq dan jika perempuan disebut mu‟tiqah. Bagiannya 1/6 

dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, 

karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak 

diakui lagi keberadaanya. 

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam 

terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan 

perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI). 

Diatas telah dijabarkan sebab-sebab waris mewarisi dalam pasal 171 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni yang memiliki hubungan darah dan hubungan 

perkawinan dengan pewaris. Dalam gugatan penggugat dikatakan bahwa penggugat 

adalah istri sah dari almarhum (pewaris) dan tiga anaknya merupakan anak kandung 

dari penggugat dan almarhum (pewaris), sehingga jika dilihat dari KHI dalam sebab-

sebab mewarisi penggugat dan tiga anaknya merupakan ahli waris yang sah dari 

almarhum (pewaris), dikarenakan penggugat memiliki hubungan perkawinan dengan 

almarhum (pewaris), dan ketiga anak penggugat memiliki hubungan darah dengan 

almarhum (pewaris). 
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Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri 

dicerai raj‟i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu („iddah). Alasannya, 

wanita yang berada dalam masa tunggu („iddah raj‟î), suaminyalah yang paling berhak 

merujukinya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan 

suaminya.
92

 Akan tetapi, putusnya perkawinan antara tergugat dengan almarhum 

(pewaris) bukanlah dengan thalâq raj‟î melainkan khulu‟, yakni istri yang meminta 

cerai dengan memberikan tebusan atau „iwadl kepada suaminya. 

Adapun warisan istri yang melakukan khulu‟, Ibnu Abdil Bar di dalam kitab 

al-Istidzkâr mengatakan, “Para ahli ilmu tidak berselisih bahwa khulu adalah thalâq 

ba‟in, tidak ada saling mewarisi diantara keduanya.”
93

 

Berdasarkan keterangan ulama‟ diatas, perceraian yang diakibatkan oleh 

khulu‟ menimbulkan akibat saling tidak mewarisi antara suami dan istri. Walaupun 

suami meninggal ketika istri „iddah khulu‟ maka istri tidak berhak mewarisi, 

begitupun sebaliknya. Di dalam masa „iddah khulu‟ jika suami meninggal istri tidak 

mendapatkan bagian warisan dari suaminya, apalagi masa tunggu („iddah khulu‟) yang 

dijalani istri sudah habis.  

Seperti yang dikatakan dalam Maratibul Ijma‟, Ibnu Hazm menjelaskan, 

“Para ahli ilmu sepakat bahwa wanita yang dicerai tiga kali berdasarkan ketentuan 

sunnah, juga wanita yang habis masa „iddahnya dari thâlaq raj‟î, dan khulu‟ serta 

                                                           
92

 Ahmad Rofiq, Hukum Acara Perdata, 317. 
93

 Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, Hukum Waris Wanita, 114. 



80 
 

 

fasakh, tidaklah menerima warisan. Demikian pula dengan bekas suaminya juga tidak 

mewarisinya.”
94

 

Akan tetapi, berdasarkan keterangan penggugat, keterangan saksi, serta bukti 

surat  ditemukan  fakta  bahwa  dalam  masa  perkawinan  antara  almarhum  (pewaris)  

dengan tergugat, sebelum bercerai mereka dikaruniai dua orang anak. Namun, pada 

penetapan yang telah dimohonkan oleh tergugat menyatakan bahwa keempat anak 

tergugat juga merupakan anak kandung dari almarhum (pewaris). 

Dalam putusan ini hakim menetapkan hanya dua orang anak tergugat yang 

bisa mendapatkan harta warisan dari almarhum (pewaris) dikarenakan hanya dua 

orang anak tergugat yang terbukti sebagai anak sah dari almarhum. Yang dikatakan 

anak sah disini adalah anak yang lahir dalam hubungan perkawinan yang sah. 

Sedangkan dalam masa perkawinan tergugat dengan almarhum (pewaris) hanya 

dikaruniai dua orang anak, dan perceraian terjadi pada tahun 2002, sedangkan dua 

anak tergugat yang lainnya lahir setelah tahun 2002, yang berarti dua anak tergugat 

yang lainnya merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, dan yang seperti itu anak 

dinasabkan kepada ibunya. 

Sehingga yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris dalam perkara waris ini 

adalah 

1. Penggugat 

2. Ketiga anak kandung almarhum (pewaris) dari penggugat, dan  

3. Kedua anak kandung almarhum (pewaris) dari tergugat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil analisa pembahasan pokok permasalahan pada bab sebelumnya, 

akhirnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Alasan terjadinya gugatan pembatalan penetapan ahli waris adalah sebagai 

upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat atas terbitnya penetapan yang 

keliru dan merugikan hak penggugat, karena sebenarnya mantan istri terhalang 

untuk mendapatkan warisan karena ikatan perkawinan telah yang menjadi 

sebab mewarisi telah putus antara keduanya. Dan anak yang berhak mendapat 

waris adalah anak sah yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. 

2. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar dengan sumber hukum 

yang telah ada, jika memang belum ada hukumnya diperbolehkan untuk 

melakukan istinbath. Dalam kasus gugatan pembatalan ahli waris ini, putusan 

yang telah di terbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan 
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undang-undang yang berlaku juga teori para ahli hukum, yaitu Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum 

Islam, dan teori-teori dari pakar hukum yang memuat tentang permasalahan 

ini. 

B. Saran 

 Setelah melakukan penelitian mengenai perkara nomor 0232/Pdt.G/2013 

PA.Sby , maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dalam mengambil langkah hukum untuk segala tindakan lebih 

berhati-hati, jangan sampai merugikan hak orang lain hanya untuk 

kepentingan pribadi. 

2. Sebaiknya pemerintah membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas 

mengenai pengaturan waris, khususnya aturan mengenai pembatalan 

penetapan ahli waris 
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